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ABSTRAK

LULU AULIA : Tinjauan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu

Dosen Pembimbing : Efni Cerya S.Pd, M.Pd.E

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Strategi Peningkatan Penerimaan PPh

Pasal 23. Penelitian dilakukan pada Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode analisis deskriptif
dengan memaparkan dan menjelaskan informasi yang diperolenh selama penelitian.
Informasi yang digunakan bersumber dari wawancara yang dilakukan bersama pegawai

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

Penulis mengumpulkan informasi langsung dari kepala serta pegawai Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu. Yang menurut data rendahnya penerimaan
PPh Pasal 23. Berdasarkan informasi yang diperoleh tersebut, peneliti melakukan
wawancara sehingga akhirnya diperoleh hasil. Berdasarkan hasil yang diperoleh tersebut
peneliti dapat memberikan kesimpulan tentang penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23

oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.

Kata Kunci : Pajak Penghasilan Pasal 23
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BAB |
PENDAHULUAN

A. LatarBelakang

Pajak merupakan pungutan dari sebagian kekayaan rakyat yang dilaksanakan
oleh Negara bedasarkan undang-undang yang sifathya memaksa sehingga apabila
wajib pajak tidak mematuhi kewajiban perpajakan yang berlaku maka dapat
dikenakan sanksi sesuai peraturan perundang-undangan. Yang pajak itu digunakan
untuk keperluan pembiayaan umum, pembangunan dan perbaikan infrastruktur
yang ada di Negara Indonesia. Menurut Mardiasmo (2011:1) Menyatakan bahwa
pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan Undang-undang (yang
dapat dipaksakan) dengan tidak mendapatkan jasa timbal (kontraprestasi) yang
langsung dapat ditunjukkan dan dengan digunakan untuk membayar pengeluaran

umum.

Secara garis besar dalam sistem pemungutan pajak dikenal tiga sistem, yaitu
Official Assesment System, Self assesment System, dan With Holding System.
Menurut Waluyo (2017:17) Dalam Official Assement System sistem pemungutan
ini memberi kewenangan aparatur perpajakan untuk menentukan sendiri jumlah
pajak yang terutang setiap tahunnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
perpajakan yang berlaku. Dalam Self Assesment System yang mana sistem
pemungutan pajak yang memberi wewenang wajib pajak dalam menentukan
sendiri jumlah pajak terutang setiap tahunnyaa sesuai dengan peraturan
perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Dalam With Holding System

sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga yang



ditunjuk untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh wajib pajak sesuai

dengan peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku.

Menurut Mardiasmo (2011:155) undang-undang pajak penghasilan (PPh)
mengatur pengenaan pajak penghasilan terhadap subjek pajak berkenaan dengan
penghasilan yang diterima atau diperolennya dalam tahun pajak. Subjek pajak
yang menerima atau memperoleh penghasilan, dalam undang-undang PPh disebut
wajib pajak. Wajib pajak dikenai pajak atas penghasilan yang diterima atau
diperolehnya selama satu tahun pajak apabila kewajiban pajak subjektifnya
dimulai atau berakhir dalam tahun pajak. Undang-undang PPh menganut asas
materill, artinya penentuan mengenai pajak yang terutang tidak tergantung kepada
surat ketetapan pajak. Pajak Penghasilan dikenakan terhadap Subjek pajak
berkenaan dengan penghasilan yang diterima dan diperoleh dalam tahun pajak.
Pajak Penghasilan terdiri dari PPh Pasal 21, PPh Pasal 22, PPh Pasal 23, PPh

Pasal 24, PPh Pasal 25, PPh Pasal 26, PPh Final Pasal 4 ayat (2), dll.

Salah satu jenis pajak adalah Pajak Penghasilan Pasal 23 Menurut Waluyo
(2017:299) Pajak Penghasilan Pasal 23 merupakan Pajak Penghasilan yang
dipotong atas penghasilan yang diterima oleh Wajib Pajak dalam negeri dan
bentuk usaha tetap yang berasal dari modal, penyerahan jasa, atau
penyelenggaraan kegiatan selain yang telah dipotong Pajak Penghasilan Pasal 21,
yang dibayarkan atau terutang oleh badan pemerintah atau Subjek Pajak dalam
negeri, penyelenggara kegiatan, bentuk usaha tetap atau perwakilan perusahaan
luar negeri lainnya. Menurut Resmi (2017:305) Objek pemotongan PPh Pasal 23

ini adalah dividen, bunga, royalti, hadiah, bonus, dan penghargaan lain yang tidak



dipotong PPh Pasal 21 (dikenakan tarif 15% dari jumlah bruto penghasilan) dan
sewa serta imbalan jasa yang tidak dipotong PPh Pasal 21 (dikenakan tarif 2%

dari jumlah bruto penghasilan).

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu merupakan sebuah
instansi vertikal yang berada dibawah dan bertanggung jawab langsung kepada
DJP sebagaimana diatur dalam keputusan mentri keuangan republik Indonesia
nomor 206.2/PMK.01/2014. Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu
mempunyai tugas memberikan pelayanan kepada wajib pajak, melaksanankan
pemeriksaan dan pembinaan serta melakukan penyuluhan dan mengamati potensi
perpajakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Sebagai
kantor yang berfungsi sebagai pelayanan masyarakat, kantor pelayanan pajak
pratama padang satu melaksanakan tugas dengan prioritas utama memberikan
pelayanan prima kepada wajib pajak. Tugas-tugas langsung yang berkaitan
langsung dengan wajib pajak dilaksanakan berdasarkan kriteria dan batas waktu

yang sesuai dengan standar yang telah ditentukan.

Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang Satu penerimaan Pajak
Penghasilan pasal 23 lebih cenderung atas sewa serta imbalan jasa. Namun
penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 mengalami penurunan karena Pemerintah
kembali mengeluarkan Peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun
2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M dengan
tarif 0,5%. Maka dari itulah Wajib Pajak yang seharusnya sudah dikenakan Pajak

Penghasilan Pasal 23 dengan tarif 2% atas penghasilan berupa sewa dan jasa,



wajib pajak otomatis lebih memilih 0,5%. Ketika Wajib Pajak omsetnya sudah
diatas 4,8 M, maka Wajib Pajak sudah ditetapkan untuk dipungut PPh Pasal 23.
Sedangkan tarif 15% atas dividen, bunga, royalti, hadiah bonus dan penghasilan
lainnya tidak banyak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu
karena terkait misalkan ada dividen kemudian ada hadiah itu sifatnya insidental
atau dilakukan hanya pada kesempatan atau waktu tertentu saja. Berikut data
penerimaan PPh Pasal 23 Pada Kantor Pajak Pratama (KPP) Padang Satu Tahun
2015-2018 :

Tabel 1.Target dan Realisasi Penerimaan PPh Pasal 23 Tahun 2015-2018.

Persentase
Tahun Target Realisasi Pencapaian
(%)
2015 Rp. 101.261.522.678 Rp. 82.567.485.326 81,54 %
2016 Rp. 123.261.110.347 | Rp. 122.583.708.977 99,45 %
2017 Rp. 157.041.699.668 | Rp. 187.499.721.280 119,40 %
2018 Rp. 225.193.944.000 | Rp. 146.799.634.337 65,19 %

Sumber : Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang satu, 2019 (Data diolah)

Pada Tabel 1 dapat diketahui bahwa penerimaan PPh Pasal 23 di Kantor
Pelayanan Pajak Pratama (KPP) Padang Satu pada tahun 2015 target yang
ditetapkan sebesar Rp. 101.261.522.678 sementara realisasi yang diterima sebesar
Rp. 82.567.485.326 dan persentase pencapaian sebesar 81,54%, pada tahun 2016
target yang ditetapkan sebesar Rp. 123.261.110.347 sementara realisasi yang
diterima sebesar Rp. 122.583.708.977 dan persentase pencapaian sebesar 99,45% .
Sedangkan pada tahun 2017 penerimaan PPh Pasal 23 realisasinya dapat
mencapai target. Namun pada tahun 2018 penerimaan PPh Pasal 23 mengalami

penurunan kembali dengan target yang ditetapkan sebesar Rp. 225.193.944.000



sementara realisasi yang diterima hanya sebesar Rp. 146.799.634.337 dan
persentase pencapaian sebesar 65,19% .

Berdasarkan latar belakang masalah diatas maka penulis bermaksud untuk
menyusun Tugas Akhir yang berjudul : “TINJAUAN PENERIMAAN PAJAK
PENGHASILAN PASAL 23 OLEH KANTOR PELAYANAN PAJAK (KPP)

PRATAMA PADANG SATU”.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka dapat ditarik rumusan masalah
sebagai berikut : “Bagaimana Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh Kantor

Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu?”

C. Tujuan Penelitian
Adapun tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui Bagaimana
Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 Oleh Kantor Pelayanan Pajak (KPP)

Pratama Padang Satu.

D. Manfaat Penelitian
Dari penelitian yang dilakukan diharapkan dapat diperoleh hal yang berguna
baik secara teoritis maupun secara praktis, yaitu :
1. Secara Teoritis
a. Untuk mengetahui bagaimana penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 oleh

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu.



b. Memberikan sebagai referensi untuk penelitian berikutnya.

c. Memberikan tambahan kontribusi mengenai bagaimana penerimaan Pajak
Penghasilan Pasal 23.

d. Memperluas ilmu pengetahuan penulis di bidang perpajakan.

2. Secara Praktis

a. Untuk memenuhi prasyarat dalam mendapatkan gelar Ahli Madya (A.Md)
di Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

b. Agar penelitian yang dilakukan dapat berupaya meningkatkan penerimaan
Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Padang Satu.






BAB V
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan hasil analisis data dan pembahasan pada Bab IV, dapat

disimpulkan bahwa :

. Dari data yang diperoleh dari Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang
Satu bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya penurunan penerimaan PPh Pasal
23 pada tahun 2018 realisasinya belum dapat mencapai target yang telah
ditetapkan karena adanya peraturan baru di tahun 2018 vyaitu Peraturan
Pemerintah No. 23 Tahun 2018 dengan tarif 0,5% yang menyebabkan banyak
dari wajib pajak PPh Pasal 23 yang awalnya membayar tarif 2% beralih kepada
tarif 0,5%.

. Untuk meningkatkan penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 23 di Kantor
Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu melakukan upaya dengan adanya
pengawasan kepada Wajib Pajak agar patuh menggunakan tarif Pajak
Penghasilan Pasal 23 yang sudah ditetapkan oleh Pemerintah. Fiskus akan
memastikan kalau Wajib Pajak itu memang harus dipungut PPh Pasal 23.
Ketika wajib Pajak omsetnya sudah di atas 4,8 M harus kita awasi, maka Wajib
Pajak tidak berhak untuk menggunakan Peraturan Pemerintah No. 23 Tahun
2018 tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau
diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tidak melebihi 4,8 M
dengan tarif 0,5%. Maka Wajib Pajak dipungut PPh Pasal 23 dengan tarif 2%

dan tidak dapat menggunakan tarif 0,5%.
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3. Dan juga ada upaya lain berupa sosialisasi, Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
melakukan sosialisasi kepada WAPU atau disebut Wajib Pungut. Yang
dimaksdu Wajib Pungut disini adalah bendaharawan, peran dari
bendaharawan disini ialah melakukan kewajibannya untuk memotong/
memungut pajak atas penghasilan yang dilakukan oleh pemilik usaha.
Dalam sosialisasinya fiskus turun ke lapangan dan menanyakan kepada
wajib pajak yang mengaku-ngaku mau pungut pajak penghasilannya sendiri
itu disebabkan karena adanya peraturan baru yaitu Peraturan Pemerintah
No. 23 tahun 2018 dengan tarif 0,5%. Di pajak ada fasilitasnya penerbitan
Surat Keterangan dalam Peraturan Pemerintah No. 23 tahun 2018 surat
keterangan tersebut hanya berlaku jika wajib pajak omsetnya masih
dibawah 4,8 M. Jika Wajib Pajak tidak dapat memperlihatkan surat tersebut
atau penghasilannya sudah mencapai 4,8 M dalam satu tahun maka surat
keterangan tersebut tidak berlaku lagi. dan wajib pajak akan dipungut PPh

Pasal 23 dengan tarif 2%.

4. Sedangkan tarif 15% atas dividen, bunga, royalti, hadiah bonus dan
penghasilan lainnya tidak banyak di Kantor Pelayanan Pajak (KPP)
Pratama Padang Satu karena terkait misalkan ada dividen kemudian ada
hadiah itu sifatnya insidental atau dilakukan hanya pada kesempatan atau

waktu tertentu saja.
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B. Saran

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Padang Satu

a.

Ditjen pajak perlu menargetkan ulang dengan berbagai pertimbangan
agar dalam realisasi ke depan dapat tercapai sesuai dengan yang telah
direncanakan.

Dalam meningkatkan penerimaan PPh Pasal 23 melalui pengawasan serta
kesadaran langsung dari Wajib Pajak dalam melaporkan PPh Pasal 23,
ditjen pajak harus lebih aktif lagi dalam melaksanakan sosialisasi

langsung kepada Wajib Pajak PPh Pasal 23.

2. Bagi Wajib Pajak

a.

b.

untuk Wajib Pajak diharapkan dapat melaksanakan kewajiban dalam
melaporkan PPh Pasal 23 dengan tarif yang sudah disesuaikan dan
ditetapkan tepat.

Apabila terdapat kesalahan atau kecurangan terhadap penggunaan tarif
dalam Pajak Penghasilan Pasal 23 maka Wajib Pajak yang bersangkutan
diharapkan segera melapor ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama

Padang Satu untuk kemudian diselesaikan.
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